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KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 44 TAHUN 2003

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERPASARAN SWASTA DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang usaha swasta dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perpasaran Swasta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah ubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970;

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;

10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

11. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba;

14. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan;

15. Peraturan Daerah-Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki lima Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

16. Peraturan Daerah-Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

17. Peraturan Daerah-Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

18. Peraturan Daerah-Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengurusan Pasar di daerah Khusus Ibukota Jakarta;

19. Peraturan Daerah-Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

20. Peraturan Daerah-Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERPASARAN SWASTA DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Pemilik dan atau Pengelola atau Penanggung Jawab atau Penyelenggara adalah orang dan atau badan hukum yang karena jabatannya sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas kegiatan masing-masing perpasaran swasta.

5. Badan usaha adalah suatu bentuk badan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi dan atau Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.

6. Perpasaran swasta adalah kegiatan penyelenggaraan usaha dan penyediaan sarana/tempat usaha yang dilakukan oleh pihak swasta.

7. Penyelenggaraan swasta adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan oleh Swasta yang bergerak di sektor perdagangan baik secara grosiran maupun eceran.

8. Penyediaan sarana/tempat usaha adalah suatu kegiatan penyediaan ruang sebagai sarana/tempat usaha perdagangan dengan modal sepenuhnya dari swasta yang lokasinya diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

9. Toko adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang secara eceran maupun sub grosiran langsung kepada konsumen akhir.

10. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum.

11. Pusat pertokoan adalah toko-toko yang mengelompok pada satu areal tertentu yang dibangun secara vertikal maupun horizontal yang dikelola oleh satu badan hukum atau perorangan guna memberikan kemudahan pada pembeli atau konsumen.

12. Toko serba ada adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga, yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk kounter secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir yang dalam pelayanannya dibantu oleh para pramuniaga.

13. Pasar adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan transaksi jual beli umum milik swasta dan atau Pemerintah Daerah, tempat pedagang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang dan jasa.

14. Pasar lingkungan adalah pasar binaan PD Pasar Jaya yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan permukiman di sekitar pasar tersebut dan jenis barang yang diperdagangkan terutama kebutuhan sehari-hari.

15. Mini Swalayan (Mini Market) adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya paling besar (maksimal) 200 meter persegi.

16. Pasar Swalayan (Supermarket) adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya paling besar (maksimal) 4000 m2.

17. Pasar Serba Ada (Hypermarket) adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir, yang di dalamnya terdiri dari pasar swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang dalam pelayanannya dilakukan secara swalayan dan pengelolaannya dilakukan secara tunggal yang luas lantai usahanya lebih dari 4000 m2 dan paling besar (maksimal) 8000 m2.

18. Pusat Perdagangan (Trade Centre) adalah kawasan pusat jual beli barang sandang, papan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.

19. Mall/Super Mall/Plaza adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan atau jasa dan terletak dalam bangunan ruang yang menyatu.

20. Perkulakan (grosir) adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan atau pedagang eceran.

21. Grosiran adalah cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam partai (jumlah) besar sampai pada pengecer atau pedagang.

22. Eceran adalah cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam partai (jumlah) kecil/satuan pada konsumen akhir.

23. Swalayan adalah cara pelayanan yang dilakukan sendiri oleh konsumen dengan menggunakan keranjang jinjing atau peralatan lain (kereta dorong) yang telah disediakan.

24. Pedagang grosir adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dalam partai (jumlah) besar kepada eceran.

25. Pedagang eceran adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang tertentu dalam partai (jumlah) kecil/satuan.

26. Waralaba (Franchise) adalah kegiatan usaha barang dan jasa yang dilakukan Penerima Waralaba (franchise) dengan memakai merek dagang yang dimiliki oleh Pemberi Waralaba (franchisor), yaitu kerja sama antara Penerima Waralaba (Franchise) dengan Pemberi Waralaba (franchisor) dapat dalam bentuk tempat usaha dan atau penyediaan barang dagangan.

27. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.

28. Sektor Informal/Pedagang Kaki Lima adalah perorangan atau pedagang yang di dalam kegiatan usahanya melakukan penjualan barang-barang tertentu yang tidak dimiliki tempat dan bangunan sendiri yang umumnya memakai tempat-tempat/fasilitas untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya.

29. Luas efektif bangunan adalah luas lantai usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha tidak termasuk untuk gudang, kantor, koridor atau fasilitas gedung lainnya.

30. Luas efektif lantai usaha adalah luas lantai yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perpasaran swasta tidak termasuk ruang untuk gudang, kantor, koridor atau fasilitas gedung lainnya.

31. Kelayakan ruang tempat usaha adalah suatu ruang yang memenuhi persyaratan teknis ruang antara lain penerangan, penghawaan, standar kebutuhan ruang.

Pasal 2

Ruang lingkup kegiatan perpasaran swasta perpasaran swasta terdiri dari:

a. Penyelenggaraan usaha;

b. Penyediaan sarana/tempat usaha;

Pasal 3

Jenis usaha perpasaran swasta terdiri dari:

a. Mini Swalayan;
b. Pasar Swalayan;
c. Pasar Serba Ada;
d. Toko Serba Ada;
e. Toko;
f. Pusat Pertokoan;
g. Mall/Supermall/Plaza;
h. Pusat Perdagangan;
i. Perkulakan;
j. Waralaba.
BAB IV

PERMODALAN

Pasal 4

(1) Permodalan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta besar dapat dilakukan dengan cara penanaman modal nasional atau modal asing.

(2) Penggunaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal.

BAB V

TENAGA KERJA

Pasal 5

(1) Dalam menyelenggarakan usaha perpasaran swasta harus memakai tenaga kerja Warga Negara Indonesia, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Indonesia dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk pemenuhan tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan dan diprioritaskan yang berdomisili di sekitar lokasi kegiatan.

(3) Apabila di sekitar lokasi kegiatan terdapat tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dapat dipergunakan tenaga kerja memenuhi persyaratan dan berdomisili di luar lokasi kegiatan.

BAB VI

KEGIATAN PENJUALAN BARANG

Pasal 6

Komoditi/barang-barang yang dijual diutamakan barang-barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar mutu.

Pasal 7

Untuk kegiatan usaha Mini Swalayan dan kegiatan usaha Pasar Swalayan harga jual barang-barang sejenis yang dijual, tidak boleh jauh lebih rendah (maksimal) sebesar 10 % dari harga jual di warung dan toko di sekitar lokasi.

BAB VII

LUAS DAN JARAK TEMPAT PENYELENGGARAAN

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan usaha perpasaran swasta, Jarak sarana/tempat usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Jenis usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud Pasal 3 yang luas lantainya 100 m2 sampai dengan 200 m2 harus berjarak radius 0,5 km dari pasar lingkungan dan terletak di sisi jalan lingkungan/kolektor/arteri;

b. Jenis usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud Pasal 3 yang luas lantainya di atas 200 m2 sampai dengan 1.000 m2 harus berjarak radius 1,0 km dari pasar lingkungan dan terletak di sisi jalan kolektor/arteri;

c. Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya di atas 1.000 m2 sampai dengan 2.000 m2 harus berjarak radius 1,5 km dari pasar lingkungan dan terletak di sisi jalan kolektor/arteri;

d. Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya di atas 2.000 m2 sampai dengan 4.000 m2 harus berjarak radius 2 km dari pasar lingkungan dan terletak di sisi jalan kolektor/arteri;

e. Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya di atas 4.000 m2 harus berjarak radius 2,5 km dari pasar lingkungan dan harus terletak di sisi jalan kolektor/arteri.

BAB VIII

WAKTU PELAYANAN

Pasal 9

(1) Waktu pelayanan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

(2) Waktu pelayanan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta khususnya yang dilakukan dengan cara swalayan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

(3) Penyelenggaraan usaha perpasaran swasta yang waktu pelayanannya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) misalnya untuk kegiatan operasional selama 24 jam harus mendapatkan izin khusus dari Gubernur.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Paragraf Pertama

Kewajiban

Pasal 10

(1) Setiap penyelenggaraan kegiatan usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan atau usaha informal/pedagang kaki lima.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk jenis penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dengan luas efektif lantai usaha minimal 200 m2 s.d. 500 m2 harus menyediakan ruang tempat usaha kecil atau usaha informal/pedagang kaki lima sebesar 10% dari luas efektif lantai usaha dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.

b. untuk jenis penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dengan luas efektif lantai usaha di atas 500 m2 harus menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil atau usaha informal/pedagang kaki lima seluas 20% dari luas efektif lantai usaha dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.

c. Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan digambarkan dalam Rencana Tata Letak Bangunan dan atau dalam awal proses perizinan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta.

(3) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi:

a. di dalam bangunan dan atau;

b. bangunan yang terletak pada satu areal atau kawasan yang dimiliki dan dikuasai pengusaha perpasaran swasta.

(4) Pelaksanaan dan penjabaran penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus memperhatikan dan memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran gambar izin mendirikan bangunan (IMB).

(5) Ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus memenuhi kelayakan ruang dan sesuaikan dengan jenis barang dagangannya.

(6) Penetapan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Propinsi DKI Jakarta yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta.

(7) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta dapat membentuk Tim Perpasaran Swasta.

Paragraf Kedua

Perhitungan Luas Efektif Lantai Usaha

Pasal 11

Perhitungan luas efektif lantai usaha dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

a. Lantai usaha yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha perpasaran swasta yang di dalam gambar denah bangunannya sudah dilengkapi dengan pemberian ruang/pemanfaatan ruang, luas lantai efektif usahanya dihitung sebesar 100%.

b. Lantai usaha yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha perpasaran swasta yang di dalam gambar denah bangunannya belum dilengkapi dengan pemberian ruang/pemanfaatan ruang luas efektif lantai usahanya dihitung sebesar 85%.

Paragraf Ketiga

Larangan

Pasal 12

(1) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. melakukan penguasaan atas produksi dan penguasaan barang dan atau jasa secara memonopoli khusus untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;

b. menimbun/menyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;

c. menimbun/menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan kecuali di tempat yang disediakan khusus;

d. menjual barang di bawah harga pokok atau menjual barang yang sudah kadarluarsa;

e. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing khusus untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;

f. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Gubernur;

g. memakai tenaga kerja di bawah umum dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Yang dimaksud dengan jumlah melebihi kewajaran pada ayat (1) huruf b di atas sudah menimbun, menyimpan barang dagangan dalam jumlah banyak dan melebihi keperluan yang biasa dijual (untuk persediaan selam jangka waktu 3 bulan).

Pasal 13

Setiap penyelenggaraan usaha perpasaran swasta skala besar dan usaha perpasaran swasta skala menengah yang melakukan kegiatan usahanya secara grosiran dilarang:

a. melakukan kegiatan usahanya sebagai pedagang pengecer;

b. menjual komoditi secara langsung kepada konsumen akhir.

BAB X

PENUNJUKAN, PENEMPATAN, PEMBINAAN, PERSYARATAN SERTA HAK DAN KEWAJIBAN USAHA KECIL/USAHA INFORMAL/PEDAGANG KAKI LIMA.

Bagian Pertama

Paragraf Pertama

Penunjukan

Pasal 14

(1) Usaha kecil dan atau usaha informal/pedagang kaki lima yang menempati ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 harus didasarkan atas penunjukan yang ditetapkan oleh Walikota madya;

(2) Untuk melakukan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pendataan terhadap keberadaan usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima.

(3) Usaha kecil dan atau usaha informal. Pedagang kaki lima yang di prioritaskan untuk menempati ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut:
a. Usaha kecil dan atau usaha informal/pedagang kaki lima yang berasal dari sekitar lokasi kegiatan usaha perpasaran swasta.

b. Apabila di sekitar lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terdapat usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima maka akan diambil dari lokasi lain yang berdekatan dengan lokasi kegiatan usaha perpasaran swasta.

c. Jenis barang dagangan yang dijual para pengusaha kecil/informal/pedagang kaki lima harus menyediakan atau kebutuhan ruang yang tersedia.

(4) Pelaksanaan pendataan dan penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dikoordinasikan oleh Walikota madya dengan melibatkan Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta penyelenggara usaha perpasaran swasta.

Pasal 15

(1) Berdasarkan hasil pendapatan dan penetapan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 akan dilakukan penelitian, seleksi dan penetapan/penunjukan usaha kecil/informal/pedagang kaki lima yang berhak menempati ruang tempat usaha yang disediakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

(2) Apabila dari hasil penetapan/penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah usaha kecil/informal/pedagang kaki lima melebihi kapasitas atau daya tampung ruang tempat usaha yang disediakan maka akan dilakukan dengan cara pengundian.

Paragraf Kedua

Penempatan

Pasal 16

(1) Usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat menempati ruang tempat usaha yang disediakan dengan persyaratan yang ditetapkan.

(2) Penempatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Walikota madya yang melibatkan Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Instansi terkait bersama penyelenggara usaha perpasaran swasta.

(3) Usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima yang telah mendapatkan ruang tempat usaha tidak diperbolehkan memindah tangankan atau memperjualbelikan ruang tempat usaha dalam bentuk dan cara apapun kepada pihak lain.

(4) Apabila terjadi sesuatu hal sehingga usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima tidak jadi menempati ruang tempat usaha yang telah ditetapkan maka untuk penggantinya akan dikoordinasikan oleh Walikota madya setempat bersama Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

(5) Usaha kecil/sektor informal/pedagang kaki lima yang tidak mendapat tempat dilarang berusaha di lokasi (areal) bangunan/gedung perpasaran swasta tersebut.

(6) Usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima yang tidak memperoleh tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditampung sementara di tempat lain sepanjang tersedia tempat usaha di lokasi tersebut.

(7) Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh walikota madya dengan melibatkan instansi terkait.

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan perpasaran swasta harus menyediakan ruang tempat usaha beserta sarana dan prasarana termasuk penataan ruangan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari setelah bangunan dioperasionalkan.

(2) Apabila terjadi perubahan penataan ruang tempat usaha dan atau perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari walikota madya.

(3) Walikota madya yang menerima permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan memberikan persetujuan/penolakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 18

(1) Pembinaan usaha kecil/usaha Informal/pedagang kaki lima di ruang usaha perpasaran swasta dikoordinasikan oleh Walikota madya yang pelaksanaannya dilakukan oleh Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bersama Penyelenggaraan usaha perpasaran swasta.

(2) Walikota madya bersama instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi tentang perkembangan dan permasalahan yang ada di lokasi dimaksud setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 19

(1) Usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima dalam melaksanakan kegiatan usahanya agar bergabung dengan paguyuban/kelompok profesi.

(2) Paguyuban/kelompok profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu terselenggaranya keselarasan hubungan di antara sesama para usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima dengan penyelenggara usaha perpasaran swasta.

(3) Penyelenggara usaha perpasaran swasta bersama-sama dengan paguyuban/kelompok profesi usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima membuat dan menyusun kesepakatan bersama untuk mengatur aktifitas usaha termasuk hal dan kewajiban di tempat usaha yang telah ditetapkan.

(4) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetujui oleh walikota madya setempat.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 20

Persyaratan usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima untuk dapat berdagang di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai berikut:

a. memiliki KTP DKI Jakarta;

b. harus dapat memperlihatkan tanda bukti penunjukan yang telah ditetapkan oleh instansi yang ditunjuk;

c. jenis dagangan dan komoditas yang diperdagangkan merupakan barang yang berkualitas baik;

d. wajib menandatangani kesepakatan bersama mengenai persetujuan persyaratan penempatan tempat usaha dengan segala hak dan kewajiban yang dibuat bersama-sama oleh penyelenggara usaha perpasaran swasta dengan diketahui Walikota madya.

Bagian Keempat

Hak Dan Kewajiban

Pasal 21

(1) Terhadap Usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima yang telah ditunjuk dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai hak pakai tempat berdagang/berusaha untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dapat diperpanjang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan berlaku.

(2) Usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak untuk diberikan surat penunjukan pemakaian tempat berdagang/berusaha.

(3) Usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diwajibkan aktif berdagang/berusaha terhitung mulai surat penunjukan pemakaian tempat berdagang/berusaha diterima oleh yang bersangkutan.

(4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari berturut-turut sejak diterimanya surat penunjukan pemakaian tempat berdagang/berusaha, pengusaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima tidak berdagang/berusaha di tempat yang ditentukan, maka surat penunjukan pemakaian tempat berdagang/berusaha dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(5) Usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima yang menempati ruang tempat usaha wajib membayar biaya operasional (service charge) meliputi biaya pemeliharaan, biaya kebersihan, biaya keamanan yang berhubungan dengan kegiatan usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima di tempat usaha tersebut.

(6) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30 % dari biaya operasional (service charge) yang ditetapkan untuk umum.

BAB XI

PERIZINAN PENYELENGGARAAN USAHA PERPASARAN SWASTA DAN PENDAFTARAN ULANG

Bagian Pertama

Perizinan

Pasal 22

(1) Setiap penyelenggaraan usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Gubernur.

(2) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta dengan melampirkan:

a. Fotokopi KTP pemohon;
b. Fotokopi Akta Pendirian;
c. Fotokopi NPWP;
d. Fotokopi Ketetapan Rencana Kota dan Rencana Tata Letak Bangunan;
e. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB);
f. Fotokopi Perjanjian sewa-menyewa/kontrak penggunaan tempat bagi usaha yang menyewa/mengontrak tempat usaha;
g. Fotokopi hasil kajian Analisa Dampak Lalu Lintas (Andall) khusus untuk penyelenggaraan usaha perpasaran swasta yang luasnya di atas 2.000 m2 dan lokasinya terletak di sisi jalan kolektor/arteri;
h. Gamnar lay out kegiatan usaha perpasaran swasta.

(3) Di samping ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penyelenggaraan usaha perpasaran harus dilengkapi izin operasional lainnya, yaitu:

a. Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan;

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Pasal 23

Penyelesaian permohonan izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku selama kegiatan tersebut masih beroperasi, dengan ketentuan harus didaftar ulang setiap 5 tahun sekali.

Pasal 24

Prosedur dan tata cara permohonan izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24 akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan Gubernur.

BAB XII

PENYEDIAAN SARANA/TEMPAT USAHA

Pasal 26

(1) Untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta disediakan sarana/tempat usaha oleh pengembang dan atau pengusaha perpasaran swasta yang bersangkutan.

(2) Penyediaan sarana/tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 27

Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini Walikota madya.

Pasal 28

(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan dengan cara:

a. Berkala;
b. Khusus.
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap penyelenggaraan usaha perpasaran swasta yang telah memiliki izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta.

(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan temuan atau adanya pengaduan dari masyarakat dalam penyelenggaraan usaha perpasaran swasta.

Pasal 29

(1) Walikota madya dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibantu oleh instansi terkait.

(2) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta dengan melampirkan:

1. Tenaga Kerja;
2. Kegiatan penjualan;
3. Luas dan jarak tempat penyelenggaraan usaha;
4. Waktu pelayanan;
5. Kewajiban dan larangan;
6. Penyediaan tempat usaha bagi usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima;
7. Kelengkapan perizinan.
(3) Hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan secara periodik 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Sanksi

Pasal 30

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditemukan adanya pelanggaran maka terhadap penyelenggara/pengelola/penanggung jawab usaha perpasaran swasta yang melakukan pelanggaran dimaksud dikenakan tindakan sanksi administrasi berupa;

a. pemanggilan;
b. teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali;
c. penutupan sementara sarana tempat usaha perpasaran swasta;
d. pencabutan izin.
Pasal 31

(1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan oleh Walikota madya.

(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuat pernyataan tertulis dari penyelenggara/pengelola/penanggung jawab usaha perpasaran swasta mengenai kesanggupan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

(1) Untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta disediakan sarana/tempat usaha oleh pengembang dan atau pengusaha perpasaran swasta yang bersangkutan.

(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuat Penyediaan sarana/tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Teguran tertulis sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat teguran diterima oleh yang bersangkutan.

b. Apabila teguran tertulis pertama tidak dipatuhi, dikenakan teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu 5 (lima) hari terhitung sejak surat teguran kedua diterima oleh yang bersangkutan.

c. Apabila teguran tertulis kedua tidak dipatuhi, dikenakan teguran tertulis ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak surat teguran ketiga diterima oleh yang bersangkutan.

(4) Apabila dalam pelaksanaan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyelenggara/penanggung jawab/pengelola menyanggupi untuk melakukan perbaikan, maka harus dituangkan dalam suatu pernyataan yang ditandatangani oleh penyelenggara/penanggung jawab/pengelola.

(5) Batas waktu untuk melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan paling lama 1 (satu) bulan.

(6) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyelenggara/penanggung jawab/pengelola sekurang-kurangnya harus menyerahkan bukti-bukti pengurusan dalam rangka perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 33

(1) Apabila penyelenggara/pengelola/penanggung jawab usaha perpasaran swasta tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 atau terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan usahanya maka akan dilakukan penutupan sementara terhadap penyelenggaraan usaha perpasaran swasta.

(2) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota madya.

(3) Setiap tindakan penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara (BA) yang ditandatangani oleh penyelenggara/pengelola/penanggung jawab usaha perpasaran swasta dan walikota madya atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Apabila penyelenggara/pengelola/penanggung jawab usaha perpasaran swasta tidak bersedia menandatangani berita acara (BA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka walikota madya atau pejabat yang ditunjuk mencatat mengenai alasan-alasannya.

(5) Penyelenggaraan usaha perpasaran swasta yang sudah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuka kembali setelah penyelenggara/pengelola/penanggung jawab usaha perpasaran swasta memenuhi kewajiban yang ditetapkan.

(6) Pembukaan kembali atas penutupan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Walikota madya atau pejabat yang ditunjuk dan dicatat dalam berita acara (BA).

Pasal 34

(1) Terhadap penyelenggaraan usaha perpasaran swasta yang telah dikenakan tindakan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan penutupan tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam berita acara (BA) maka akan dilakukan pencabutan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta.

(2) Penyelenggara/pengelola/penanggung jawab usaha perpasaran swasta bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan penutupan sementara dan atau pencabutan izin.

Bagian Ketiga

Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 35

(1) Hasil kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 wajib dilaporkan secara tertulis oleh Walikota madya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta dengan tembusan disampaikan kepada instansi terkait.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 36

Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi dalam rangka pembinaan dan penetapan kebijakan.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 37

Biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi DKI Jakarta.

BAB XV

KETENTUAN LAIN

Pasal 38

Setiap pengaturan/kesepakan yang dikeluarkan oleh pemilik/pengelola/penyelenggara usaha perpasaran swasta yang berhubungan dengan ruang tempat usaha pengusaha kecil/sektor informal/pedagang kaki lima wajib disesuaikan dengan keputusan ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

(1) Dengan berlakunya keputusan ini maka peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai perpasaran swasta dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
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